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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pemaparan penjelasan mengenai permasalahan diatas, maka 

dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif dalam menjalankan 

tugasnya sebagai penguji dari undang-undang terhadap UUD NRI 1945 

melakukan metode penafsiran untuk mengetahui maksud atau makna 

dari suatu ketentuan dalam UUD NRI 1945. Penafsiran yang dilakukan 

ini dalam praktiknya seringkali justru menimbulkan perubahan makna 

atau maksud ketentuan dalam UUD NRI 1945. Hal ini dikarenakan 

dalam praktiknya MK dapat membuat norma baru yaitu perubahan 

makna yang dilakukannya melalui penafsiran. Perubahan makna dan 

maksud dalam ketentuan UUD NRI 1945 sebagai bentuk hasil 

penafsiran hakim ini dapat dikategorikan sebagai bentuk perubahan 

UUD NRI 1945 melalui interpretasi hakim. Dalam peraturan 

perundang-undangan di Indonesia kewenangan perubahan UUD NRI 

1945 oleh Mahkamah Konstitusi ini tidak diatur sehingga jika dilihat 

dalam sudut pandang tersebut Mahkamah Kontitusi tidak berwenang 

mengubah UUD NRI 1945. Namun menurut doktrin yang ada judicial 

interpretation hal ini dapat dikategorikan sebagai bentuk perubahan 

terhadap konstitusi selain melalui perubahan formal atau yang 

dicantumkan dalam ketentuan UUD NRI 1945 hal ini lah yang dapat 

menjadi landasan dari kewenangan Mahkamah Konstitusi mengubah 

UUD NRI 1945 melalui penafsirannya. 

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 mengenai 

kewenangan Dewan Perwakilan Daerah yang putusan tersebut tidak 

sesuai dengan Risalah Sidang Perubahan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sejarah atau landasan 

pembentukan pasal dalam UUD NRI 1945. Sehingga putusan 
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Mahkamah Konstitusi ini tidaklah sesuai atau mengubah makna san 

tujuan awal Pasal 22D UUD NRI 1945 mengenai kewenangan Dewan 

Perwakilan Daerah. Putusan ini dalam tataran teori memang dapat 

dibenarkan karena pada nyatanya perubahan konstitusi selain melalui 

cara formal yaitu cara yang diatur dalam konstitusi dapat juga dilakukan 

dengan cara informal atau cara yang dilakukan diluar ketentuan yang 

ada melalui penafsiran hakim. Namun perlu dilihat mengenai penerapan 

hal tersebut di Indonesia, mengingat Indonesia adalah negara hukum 

yang menganut konsep bahwa penyelenggaraan negara harus dilakukan 

berdasarkan hukum tertulis bukan lah berdasarkan penafsiran hakim. 

Atas dasar hal tersebut kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk 

melakukan penafsiran yang mengakibatkan perubahan terhadap UUD 

NRI 1945 tidak dapat dibenarkan atau inkonstitusional dikarenakan 

selain berbenturan dengan kewenangan Majelis Permusyawaratan 

Rakyat juga tidak sesuai dengan konsep negara hukum yang dianut di 

Indonesia. 

5.2 Saran 

Melihat masalah-masalah diatas yang memiliki pengaruh yang besar 

terhadap konstitusi dan proses legislasi di Indonesia, diperlukannya beberapa 

pemecahan masalah tersebut yang dirangkum dalam saran-saran sebagai 

berikut: 

1. Kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat perlu mengamandemen ke-5 

UUD NRI 1945 untuk mengkaji ketentuan-ketentuan mana yang masih 

dapat dipertahankan dan ketentuan-ketentuan mana yang perlu dilakukan 

perubahan untuk dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat serta 

implikasi dari keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-

X/2012 yang berkaitan dengan keberadaan Dewan Perwakilan Daerah 

dalam proses legislasi. Pasal atau ketentuan yang diperlukan adanya 

perubahan adalah Pasal 22D ayat 1, Pasal 22D ayat 2 dan Pasal 20 ayat 2 

mengenai keterlibatan Dewan Perwakilan Daerah dalam membentuk 
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undang-undang dengan menambahkan frasa baru untuk menjamin kepastian 

hukum.  

2. Selain itu, kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden perlu 

membentuk undang-undang baru atau merevisi undang-undang yang sudah 

ada untuk menyeseuaikan dengan hasil amandemen yang telah dilakukan 

oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, seperti Undang-Undang Tentang 

Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Tentang Majelis Permusyawaratan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan serta peraturam pelaksana dibawahnya. 
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